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MEKANISME MENGELUARKAN SURAT KETERANGAN AHLI
WARIS DI KELURAHAN HELVETIA TENGAH

Dr. Tiromsi Sitanggang, SH., MH.! ,Dr. Parlindungan Purba, SH., MM
Fakultas Hukum Sari Mutiara Indonesia
doktortiromsi@gmail. com’

ABSTRAK

Masyarakat kelurahan Helvetia Tengah mayoritas penduduk bumi putra yang erat
hubungan keperdataan antara keluarga dengan pemerintahan setempat, dan atau seluruh
perbuatan hukum masyarakat bumi putra di buatkan surat pengantar oleh kepala Kelurahan
yang dikenal masyarakat ialah Lurah. Bagi ahli waris yang akan mengalihkan harta
peninggalan orang-tua yang belum terbagi atau mengambil uang tabungan dan atau pension
salah-satu dokumen yang diperlukan adalah surat keterangan ahli waris. Mekanisme
mengeluarkan surat keterangan ahli waris bagi penduduk bumi putra di lingkungan
Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan guna mengurus harta
peninggalan harta pewaris, diperlukan beberapa persyaratan antara lain; Surat keterangan
meninggal dunia dari rumah sakit; Bagi orang-tua yang meninggal di rumah mengeluarkan
surat pengantar keterangan benar meninggal di rumah dari kepala lingkungan setempat dan
saksi tetangga sebelah rumah.;Meninggal di luar NKRI (Negara Kesatuan Republik
Indonesia) surat keterangan kantor Kedutaan setempat. Masyarakat dan petugas kepala
lingkungandan petugas kantor Kelurahan harus sama sama bersinergi, kepala lingkungan dan
Petugas kantor Kelurahan memberikan edukasi secara terus menerus persyaratan-persyaratan
yang disiapkan oleh masyarakat memenuhi mekanisme supaya masyarakat bumi putra
memperoleh surat keterangan ahli waris dengan waktu yang tidak bertele-tele dan biaya yang
dikeluarkan.

Kata Kunci: Ahli Waris, Petugas Pemerintahan kantor Lurah, Surat Keterangan Ahli Waris
ABSTRACT

The people of the Central Helvetia sub-district, the majority of the male native population,
who have close civil relations between the family and the local government, and/or all legal
actions of the male native community are made a cover letter by the village head who is
known to the community as the Lurah. For heirs who will transfer parental inheritance that
has not been divided or take savings and/or pensions, one of the documents required is a
certificate of heirs. The mechanism for issuing heir certificates for male natives in the
Central Helvetia Village, Medan Helvetia District, Medan City in order to manage the
inheritance of the inheritance, requires several requirements, among others; Certificate of
death from the hospital; For parents who died at home, issued a cover letter for true death at
home from the head of the local neighborhood and a witness next door to the house. The
community and the chief environmental officer and the village office officer must work
together in synergy, the neighborhood head and the village office officer provide continuous
education on the requirements prepared by the community to fulfill the mechanism so that the
sons of the earth community can obtain a certificate of heirs in a timely manner and cost
incurred.

Keywords: Heirs, Head of Village Government Officer, Certificate of Heirs
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I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Surat keterangan waris adalah salah satu
pembuktian kepada ng legal pewaris
alamrhum/almarhumah*Merumuskan prinsip-
prinsip perlindungan hukum di Indonesia,
landasannya adalah  Pancasila  sebagai
ideologi dan falsafah negara. Konsepsi
perlindungan hukum bagi rakyat di Barat
bersumber pada konsep-konsep “rechtstaat”
dan “rule of the law”. Dengan menggunakan
konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir
dengan landasan pada Pancasila, prinsip
perlindungan hukum di Indonesia adalah
prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap
harkat dan martabat manusia yang bersumber
pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum
terhadap tindak pemerintah bertumpu dan
bersumber dari konsep tentang pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia karena menurut sejarahnya di Barat,
lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan
dan perlindungan terhadap hak- hak asasi
menusia diarahkan kepada pembatasan-
pembatasan dan  peletakan  kewajiban
masyarakat dan pemerintah.

Pencapaian tujuan hukum memerlukan suatu
perangkat aturan hukum yang jelas dan
memadai yang sesuai dengan aturan norma-
norma yang terdapat dalam masyarakat
negara bersangkutan. Selain itu tentunya juga
memerlukan alat perlengkapan negara untuk
memaksakan atau menjalan- kan
kekuasaannya, sehingga hukum itu efektif,
tetapi dalam negara hukum, kekuasaan
tersebut tetap di batasi oleh hukum dan
hukum yang dimaksud adalah hukum yang
sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila.

Harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris,
menurut hukum jatuh kepada ahli waris,
bahkan hanya harta bendanya akan tetapi
termasuk hutang dan beban-beban dari yang
meninggal dunia. Untuk membuktikan siapa-
siapa yang berhak atas harta waris yang
ditinggalkan oleh seseorang yang telah
meninggal (pewaris) dibutuhkan  Surat
keterangan ahli waris, sebagai alat bukti yang
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menjadi dasar atas pembagian harta warisan,
baik atas siapa yang berhak dan/atau berapa
jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli
waris baik berdasarkan Legitieme Portie
dan/atau berdasarkan wasiat.

Dalam praktek pembuatan surat keterangan
waris dilakukan oleh pejabat yang berbeda,
yang didasarkan gaada golongan penduduk,
terdapat  tiga erabat yang berwenang
membuat surat keterangan waris, yakni
Notaris, Balai Harta Peninggalan (BHP), atau
dibuat sendiri oleh ahli waris ghi atas kertas
dengan disaksikan oleh Lurah”Repala Desa
dan dikuatkan oleh Camat.

Masyarakat menjumpai kepala lingkungan
guna membuat surat keterangan ahli waris,
kepala lingkungan mengarahkan seluruh ahli
waris hadir kekantor lurah, namun tidak
memberikan edukasi secara rinci apa saja
dokumen yang dibawa menghadap kekantor
lurah. Sehingga masyarakat yang ingin
memperoleh surat keterangan ahli waris
pulang karena kurang kelengkapan dokumen.
Dokumen yang dipersiakan keluarga ahli
waris sebaiknya dapat dimuat pada bener/
spanduk dan atau media social yang mudah
dilihat  masyarakat  setempat  supaya
masyarakat paham apa yang sudah ada
dokumennya dan yang akan dipersiapkan.
Keluhan masyarakat ialah habisnya waktu
kekantor lurah tidak membawa pulang surat
keterangan ahli waris dikarenakan kurang
lengkapnya dokumen dibawa ke kantor
Lurah.

Perumusan masalah penelitian ini adalah
bagaimana Mekanisme Mengeluarkan Surat
Keterangan Ahli Waris Di Kantor Kelurahan
Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia
Kota Medan.

C. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Positif

Lurah dalam membuat surat keterangan waris
terdapat hukum positifnya, pendekatan
masalah menggunakan pendekatan hukum
adat, socio legal, dan pendekatan konseptual,
bahan hukum berasal dari hasil wawancara
dan studi pustaka, analisis bahan hukum
dilakukan  dengan langkah  penelitian
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lapangan dan wawancara lurah. Dasar hukum

positif yang mengatur mengenai wewenang

Lurah dalam membuat surat keterangan

waris. Lurah hanya menggunakan

kesepakatan keluarga ahli waris dan hukum
adat setempat untuk menjgdi dasar hukum
kewenangannya dalam embuat  surat
keterangan waris. Maka surat keterangan
waris yang dibuat oleh Lurah diperuntukkan
bagi mereka yang tunduk kepada Hukum

Adat.

Fungsi dan tujuan dari pembuatan surat

keterangan waris menurut Bapak Santoso

selaku Kepala Desa Dukuh Mencek

Kecamatan Panti Kabupaten Jember, adalah :

1. Menyatakan ahli waris;

2. Bukti untuk pencairan uang tabungan/
deposito pewaris di bank;

3. Khusus untuk warisan berupa tanah,
mempunyai tujuan; a, agar tanah dapat
dijual; b. agar tanah dapat dihibahkan; c.
agar tanah dapat diwakatkan; d. agar
tanah warisan tersebut dapat dirubah
nama kepemidgkannya ke ahli waris.

Sedangkan surat“Keterangan hak waris yang

dibuat oleh notaris berfungsi sebagai

keterangan mengenai pewaris, para ahli
waris, dan bagian bagian y. menjadi hak
para ahli waris berdasarkan aQHab Undang-

Undang Hukum Perdata. Maka fungsi surat

keterangan waris yang dibuat oleh kepala

é,esa hampir sama dengan surat keterangan
aris yang dibuat oleh notaris. Bagi mereka
yang menganut ukum  Waris BW
menggunakan Surat“Keterangan Waris yang
dibuat oleh notaris dan jika bagi merekgsvang
menganut Hukum Adat menggunakanQurat

Keterangan Waris yang dibuat oleh Lurah.

éurat keterangan waris hendaknya diberikan
epastian hukum dan perlindungan hukum
kepada masyarakat yang memerlukan
pembuktian sebagai ahli waris.

2. Layanan Integritas

Dapat dimaklumi bahwa walaupun harta

waris berpindah dengan sendiri-nya dari

pewaris kepada ahli waris ketika pewaris
meninggal dunia, tetapi masih dibutuhkan
suatu instrumen yang dapat digunakan

JURNAL T MIAH

eszasn

Cerdas E Iq__ an Aspiratif

sebagai suatu alat bukti yang dapat
menunjukan bahwa seseorang adalah benar
orang yang berhak atas suatu harta waris,
karena seperti misalnya harta waris yang
berupa tanah memerlukan proses pendaftaran
hak, apabila terjadi peralihan hak yang
disebabkan oleh pewarisan. Begitu pula harta
waris yang tersimpan di suatu bank juga
memerlukan proses pencairan dana ataupun
pindah buku dari rekening pewaris kepada
ahli waris, dan untuk membuktikan seseorang
memang benar berhak atas harta waris, yang
membutuhkan proses peralihan pada instansi-
intansi tertentu dibutuhkan adanya surat
keterangan ahli waris, dan tanpa surat
keterangan seperti ini, maka seseorang belum
dapat dikatakan adalah benar sebagai ahli
waris.

Layanan integritas dari seluruh lapisan
pemerintah mulai dari Kepala Lingkungan,
Petugas Kelurahan, dan petugas Camat juga
Camat yg  memberikan  keterbukaan
informasi, layanan yang berintegritas kepada
seluruh masyarakat yang tidak membedakan
suku, ras dan ekonomi masyarakat tertentu.
Dalam perspektif hukum perdata, alat bukti
diatur dalam Pasal 164 Herzien Inlandsch
Reglement (HIR), yang terdiri dari bukti
tulisan  (surat), bukti dengan  saksi,
persangkaan, pengakuan dan  sumpah
(Retnowulan Sutanto, 1997: 61). Berdasarkan
Pasal 165 HIR disebutkan pula bahwa surat
(akta) yang sah, ialah suatu surat yang
diperbuat demikian oleh atau di hadapan
pegawai umum yang berkuasa Qtuk
membuatnya, menjadi bukti yang cukup*Dagi
kedua belah pihak dan ahli warisnya dan
sekalian orang yang mendapatkan hak
daripadanya tentang segala hal yang disebut
di dalam surat itu dan juga tentang yang ada
dalam surat itu
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sebagai pemberitahuan sahnya, dalam hal
terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu
berhubungan langsung dengan perihal pada

surat (akta) itu
Subekti (1978: 27) mengatakan bahwa: ?ang
dimakgad dalam Pasal 165 HIR tersebut
adalah tentik yang merupakan alat bukti
sempurna.*Akta otentik memberikan di antara
para pihak termasuk para ahli warisnya atau
orang yang mendapat hak dari para pihak itu
suatu bukti yang sempurna tentang hal yang
dimuat di dalamnya”, sedangkan Hghib Adjie
(2009: 62) menjelaskan bahwa: *Kekuatan
pembuktian sempurna yang terdapat dalam
suatu akta otentik merupakan perpaduan dari
beberapa  kekuatan = pembuktian  dan
q?rsyaratan yang terdapat padanya. Dalam
atu akta otentik harus memenuhi kekuatan
pembuktian lahir, formil, dan materil”.
Kehadiran ataupun kesaksian seorang pejabat
umum terhadap suatu alat bukti sehingga
dapat menambah kekuatan pembuktiannya,
dapat dikategorikan dalam unsur formal dari
suatu akta, yaitu mengggai formalitas akta,
mengenai  kebenaran @pa yang dilihat,
disaksikan dan didengar oleh seorang pejabat,
an mengenai kebenaran pernyataan ataupun
eterangan para pihak yang disampaikan di
hadapan pejabat yang berwenang. Dalam
kaitan ini, maka Kepala Desa/Lurah dan
Camat adalah pejabat tata usaha negara yang
bertugas  untuk  melaksanakan  urusan
pemerintahan dengan cara mengeluarkan
keputusan-keputusan tata usaha negara,
sedangkan surat keterangan ahli waris sebagai
suatu instrumen yang dapat membuktikan
apakah seseorang adalah benar-benar ahli
waris, merupakan suatu alat bukti dalam
ranah bidang hukum perdata. Tentunya
tidaklah tepat apabila Kepala Desa/Lurah dan
Camat dinilai dapat memberikan unsur formal
terhadap surat keterangan ahli waris, apabila
tidak memiliki kewenangan yang dimaksud
yang diatur dalam suatu peraturan perundang-
undangan.

IL. METODE PENELITIAN
2.1Keranka Konsep
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Mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris
Di Kantor Kelurahan Helvetia Tengah
Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.
2.2. Hipotesis Penelitian
Untuk mengetahui Mengeluarkan ~ Surat
Keterangan Ahli Waris Di Kantor Kelurahan
Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia
Kota Medan.
2.3 Definisi Ahli Waris

2.3.1. Pengertian Umum

Waris di Indonesia
Untuk pengertian hukum waris sampai

saat ini baik para ahli hukum Indonesia
maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum
Indonesia, belum terdapat keseragaman
pengertian, sehingga istilah untuk hukum
waris masih beraneka ragam. Wirjono
Prodjodikoro, menggunakan istilah "hukum

Hukum

warisan." Hazairin, mempergunakan istilah
"hukum kewarisan" dan Soepomo
menyebutnya dengan istilah "hglnm waris."'’

Soepomo menerangkan bahwa*flukum waris
itu  memuat peraturan-peraturan  yang
mengatur proses meneruskan serta
mengoperkan barang-barang harta benda dan
barang-barang yang tak berwujud dari suatu
angkatan manusia kepada keturunannya. Oleh
karena itu, istilah hukum waris mengandung
pengertian yang meliputi kaidah- kaidah dan
asas-asas yang mengatur proses beralihnya
harta benda dan hak- hak serta kewajiban-
kewajiban seseorang yang meninggal dunia.
Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta
seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat
dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami
beberapa istilah yang lazim dijumpai dan
dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa
istilah tersebut beserta pengertiannya dapat
disimak berikut ini:"?

1. Waris;

Istilah ini berarti Qrang yang berhak
menerima pusaka (peninggalan) orang yang
telah meninggal.

2. Warisan;
Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat

wasiat.

3. Pewaris;
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Adalah orang yang memberi pusaka, yakni
orang yang meninggal dunia  dan
meninggalkan sejumlah harta kekayaan,
pusaka, maupun surat wasiat.

4. Ahli waris;

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris,
berarti orang-orang yang berhak menerima
harta peninggalan pewaris;

5. Mewarisi;

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya
segenap ahli waris adalah mewarisi harta
peninggalan pewarisnya.

6. Proses pewarisan;
Istilah proses pewarisan mempunyai dua
pengertian atau dua makna, yaitu:

a. berarti penerusan atau penunjukan
para waris ketika pewaris masih
hidup; dan

b. berarti pembagian harta warisan
setelah pewaris meninggal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Syarat untuk membuat surat ahli waris

Syarat mengurus surat keterangan ahli waris

e Fotokopi KTP almarhum dilegalisir,

e Fotokopi buku nikah/surat cerai

almarhum dilegalisir,

e Fotokopi KK almarhum,

o Fotokopi surat kematian dilegalisir,

o Fotokopi KTP ahli waris dilegalisir,

o Fotokopi KK ahli waris dilegalisir,
Syarat dan Cara Membuat Surat Keterangan
Ahli Waris Berikut syarat dan cara mengurus
atau membuat surat keterangan ahli waris,
lengkap dengan biaya yang harus dikeluarkan.
Sebagai bukti sah bahwa seseorang
merupakan seorang ahli waris, maka
diperlukan adanya surat pernyataangsahli
waris. syarat dan cara membuat rat
keterangan ahli waris, surat keterangan ahli
waris adalah surat yang memuat keterangan
yang berkaitan dengan orang yang sudah
meninggal dan ahli warisnya. Di dalamnya
tercantum nama si pewaris, nama ahli waris,
dan berapa harta peninggalan si pewaris, serta
bagian-bagian yang didapatkan oleh sang ahli
waris ahli waris ini sendiri bisa merupakan
orang tua, pasangan, anak, atau kerabat
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dengan jumlah bolelqjebih dari satu orang.
Prosedur mengurus “Surat keterangan ahli
waris. Syarat mengurus surat keterangan ahli
waris

Persyaratan membuat Surat Akta Kematian,
dan Syaratnya 1. Fotokopi KTP almarhum
dilegalisir, 2. Fotokopi buku nikah/surat cerai
almarhum dilegalisir, 3. Fotokopi KK
almarhum, 4. Fotokopi surat kematian
dilegalisir, 5. Fotokopi KTP ahli waris
dilegalisir, 6. Fotokopi KK ahli waris
dilegalisir, 7. Fotokopi Buku Nikah Ahli
Waris Dilegalisir (jika sudah menikah), 8.
Surat  permohonan  pembuatan  surat
keterangan waris ditandatangani ahli waris, 9.
Surat pernyataan bersama ahli  waris
ditandatangani di  atas  materai, 10.
Bagan/susunan ahli waris ditandatangani
saksi di atas materai diketahui kepala
lingkungan; 11. Surat pernyataan 2 orang
saksi ditandatangani di atas materai, 12.
Fotokopi KTP saksi dilegalisir dikantor
Notaris. Cara mengurus surat keterangan ahli
waris

1. Ajukan surat pernyataan ahli waris
ke Kelurahan untuk ditandatangani, mintalah
surat pengantar yang diterbitkan kelurahan
untuk diketahui dan ditanda-tangani camat, 2.
Bawa dokumen ke kelurahan untuk
mengajukan permohonan pembuatan surat
keterangan ahli waris,

3. Ajukan fakta waris ke pengadilan agama
atau ke pengadilan negeri  dengan
melampirkan semua dokumen yang sudah
ditandatangani oleh petugas kelurahan dan
kelurahan.

IV.  KESIMPULAN

Mekanisme  mengeluarkan  surat
keterangan ahli waris bagi penduduk bumi
putra di lingkungan Kelurahan Helvetia
Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota
Medan guna mengurus harta peninggalan
harta pewaris, diperlukan beberapa
persyaratan antara lain; Surat keterangan
meninggal dunia dari rumah sakit; Bagi
orang-tua yang meninggal di rumah
mengeluarkan surat pengantar keterangan
benar meninggal di rumah dari  kepala
lingkungan setempat dan saksi tetangga
sebelah rumah.;Meninggal di luar NKRI

5
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(Negara Kesatuan Republik Indonesia) surat
keterangan  kantor Kedutaan setempat.
Masyarakat dan petugas kepala
lingkungandan petugas kantor Kelurahan
harus sama sama bersinergi, kepala
lingkungan dan Petugas kantor Kelurahan
memberikan edukasi secara terus menerus
persyaratan-persyaratan yang disiapkan oleh
masyarakat memenuhi mekanisme supaya
masyarakat bumi putra memperoleh surat
keterangan ahli waris dengan waktu yang
tidak bertele-tele dan biaya yang dikeluarkan.
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